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TENTANG
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Manimbang : a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, polensi dan generasi pansrus
cita-cita perjuangan bangsa, mamiliki peran strateg serta
mempunyal cirl dan sifat khusus yang akan menjamin masa

dopan bangsa;

b. bahwa Forum Anak Kecamalan Kepanuhan merupakan suatu
wadah dalam upaya mewujudkan Pengharus ulamaan Hak-hak
Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan

berbangsa;

c.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camal temang
Forum Anak Kecamatan Kepanuhan,

Mengingat : 1. Undang ~Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Baral, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 1648);

2. Undang-Undang Nomoar 4 Tahun 1979 temang Kesejahleraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1879 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1897 Nomeor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909 lentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999



10.

1".

! Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak{Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2002 Nomor
1 gs,s;ramhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

- Undang-UndangNomoar 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Lindang Nemor 12 Tahun 2008 tentang
Parubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemearintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang p&rﬂndyngan
Saksi dan Korban {Lembaran Negara Republik Indnnqsna Nomor
64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

indonesia Nomor 4635)



13, Undang~Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lambaran Negara Republik indonesia Nomor 4585),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Lirusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lambaran Negara Rapublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nornor 4737);

16, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak

Anak),

17. Kaputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

(RAN PESKA):

18, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking)

Perempuan dan Anak;

19. Paraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Partisipasi Anak;

20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 lentang Pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak
Anak}

i 2002 tentang Rencana
" utusan Presiden Nomor 87 Tahlrm ' :

i E:; Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

(RAN PESKA);



22, KWn Presiden Nomaor 88 Tahun 2002 tentang rencana
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (T rafficking)
Perempuan dan Anak,

23 F’m?turan Menteri Negara Pamberdayaan Perempuan dan

24. Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah dari Forum Anak

KESATU : Forum Anak Kecamatan Kepenuhan dengan susunan anggota
sebagarmana tercantum dalam Lampiran yang
merupekan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA * Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

bertugas:

a. Menyalurkan aspirasi anak;

b.  Mengdentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang
tarkait dengan hak anak:

€. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan
oleh devisi-devisi dalam Forum AnakKecamatan
Kepenuhan:

d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak
Kecamatan Kepenuhan kepada Camal Kepenuhan
meialui Sekretars Camat Kepenuhan.

KETIGA :  Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
berfungs::

8. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk
mempeiaan serta mengembangkan imu pengetahuan
dan teknologi;
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b. Menjadikan Forum Anak ssbagai wehana untuk komunikasé
dan interaks! anak Kecamatan Kepenihar;

€. Menjadikan Forum Anak aebagai

wahana untuk menciptakan kader-keder parubahan sarta

motivator bagi anak Kecamatan Kepenuhan;

d. Menjadikan Forum Anak sebagai waehana untuk berpikir
kntis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di
masayarakat,

e. Menjadikan Forum Anak sebsgai wahana untuk
meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan
Nasicnal;

f. Menjadikan Forum Anak sebagal wahana uniuk turut
paduli terhadap kabarsihan, keindahan, dan kelestanan

lingkungan,

Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATL dapat berhubungan
dengan pihakKatiga;

Segale biays yang timbui akibat ditetapkannya keputusan
ini,dibabankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)Kabupaten Rokan Mulu dan berasal dari
sumbangan yang sah tidak mangikal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Kecamatan Kepenuhan,
PadaTanggal : 01 OKTOBER 2019
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